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BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

. bahwa dalam Penyelengaraan urusan Pemerintahan Nagari,

bahwa Pemerintahan Nagari merupakan lembaga di Nagari
yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Ngaari;

. bahwa dengan telah keluarnya Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan
Permusyawaratan Desa dan untuk mempertegas peran
Badan Permusyawaratan Nagari perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tenyang Badan Permusyawaratan Nagari;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati
tentang Badan Permusyawaratan Nagari;

. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan
Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4348);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun
2008 tentang Pemerintahan Nagari ( Lembaran Daerah
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 Nomor 2);

. Peraturan Bupati nomor 115 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Nagari ( Berita Daerah Kabupaten
Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 116);



10. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN
adalah lembaga kerapatan dari niniak mamak yang telah
ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat di
Nagari setempat yang berfungsi memelihara kelestarian
adat serta menyelesaikan perselisihan sako jo pusako
dalam Nagari.

11. Musyawarah Nagari adalah musyawarah anatara Bamus
Nagari , Pemerintahan Nagari dan unsur masyarakat
yang diselenggarakan oleh Bamus Nagari untuk
Menyepakati hal yang bersifat strategis.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUNAG LINGKUP
Pasal 2
Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan
kepastian hukum terhadap Bamus Nagari sebagai Lembaga
di Nagari yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Nagari.

Pasal 3
Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah:
a. mempertegas peran Bamus Nagari dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;

b. mendorong Bamus Nagari agar mampu menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari; dan

c. mendorong Bamus Nagari dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik di Nagari;

Pasal 4
Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini mencakup :
a. keanggotaan Bamus Nagari;
b. fungsi, tugas, hak, kewajiban, larangan dan kewenangan
Bamus Nagari;
peraturan tata tertib Bamus Nagari;
hubungan Bamus Nagari dengan lembaga lain di Nagari;
peningkatan kapasitas Bamus Nagari;
pembinaan dan pengawasan; dan
pendanaan.

® ™o ao

BAB III
KEANGGOTAAN BAMUS NAGARI

Bagian Kesatu
Pengisian Anggota

Pasal 5
(1) Anggota Bamus Nagari merupakan wakil dari penduduk
Nagari  berdasarkan  keterwakilan wilayah dan
keterwakilan Perempuan yang pengisiannya dilakukan
secara demokratis melalui proses pemilihan secara
langsung atau musyawarah perwakilan.



(2)

(3)

(4)

(6)

(1)

(2)

{3)

(1)

Jumlah anggota Bamus Nagari ditetapkan dengan jumlah
gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9
(sembilan) orang.
Penetapan jumlah anggota Bamus Nagari sebagimana
dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah
Penduduk dan kemampuan keuangan nagari.
Keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan jorong dan/atau gabungan jorong dalam
wilayah nagari dengan unsur dari ninik mamak, alim
ulama, cadiak pandai dan pemuda.
Unsur keterwakilan Perempuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah unsur dari bundo kanduang.
Jumlah Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk sebagai
berikut:
a. penduduk sampai dengan 4000 jiwa, anggota Bamus
berjumlah S orang;
b. penduduk 4001 sampai dengan 5.000 jiwa, anggota
Bamus berjumlah 7 orang; dan
c. penduduk lebih dari 5.000 jiwa, anggota Bamus
berjumlah 9 orang.
Pasal 6
Pengisian anggota Bamus Nagari, dilakukan melalui :
a. Pengisian berdasarkan keterwakilan Wilayah; dan
b. Pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan,

Pasal 7

Pengisian anggota Bamus Nagari  berdasarkan
keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota Bamus
Nagari dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Nagari.
Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah masyarakat nagari dari wilayah pemilihan dalam
nagari.
Wilayah pemilihan dalam Nagari sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam
nagari yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan
jumlah tertentu dalam keanggotaan Bamus Nagari.
(4)Jumlah anggota Bamus Nagari dari masing-masing
wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
secara proporsional dengan memperhatikan jumlah
penduduk.

Pasal 8

Pengisian  anggota  Bamus  Nagari  berdasarkan
keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilihl (satu) orang
perempuan sebagai anggota Bamus Nagari



(2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah perempuan warga nagari yang memenuhi syarat
calon anggota Bamus Nagari serta memiliki kemampuan
dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan
perempuan.

(3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga
nagari yang memiliki hak pilih.

Pasal 9

(1) Pengisian anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang
ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
banyak berjumlah 11 (sebelas)) orang yang terdiri atas
unsur Perangkat Nagari paling banyak 3 (tiga) orang dan
unsur Masyarakat paling banyak 8 ( delapan) orang..

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 10

(1)Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon
anggota Bamus Nagari dalam jangka waktu 6 (enam) bulan
sebelum masa keanggotaan Bamus Nagari berakhir, paling
banyak 2 (dua) kali kuota keterwakilan wilayah.

(2)Bakal calon anggota Bamus Nagari yang memenuhi syarat
di tetapkan sebagai calon anggota Bamus Nagari.

(3) Pemilihan calon anggota Bamus Nagari sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan
sebelum masa keanggotaan Bamus Nagari berakhir.

Pasal 11

(1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Bamus Nagari
ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), panitia pengisian
menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota Bamus
Nagari oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.

(2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Bamus Nagari
ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), calon anggota
Bamuas Nagari dipilih dalam proses musyawarah perwakilan
oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.

(3) Calon anggota Bamus Nagari terpilih adalah calon anggota
Bamus Nagari dengan suara terbanyak.

Pasal 12

(1) Calon anggota Bamus Nagari terpilih disampaikan oleh
panitia kepada Wali Nagari paling lama 7 (tujuh) hari sejak
calon anggota Bamus Nagari terpilih ditetapkan panitia.



(2) Calon anggota Bamus Nagari terpilih sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Wali Nagari
kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari
sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian
untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 13

Persyaratan calon anggota Bamus Nagari adalah:

a.
b.

R o

[

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

memegang teguh dan mengamalkan  Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan
Bhinneka Tunggal Ika;

berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau
sudah/pernah menikah;

berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah
pertama atau sederajat;

bersedia dicalonkan menjadi anggota Bamus Nagari;

wakil penduduk Nagari yang dipilih secara demokratis;
bertempat tinggal di wilayah pemilihan;

. tidak berstatus sebagai PNS, TNI/Polri, Pegawai

BUMN/BUMD aktif dan Pendamping Desa;

surat keterangan berkelakuan baik yang dibuktikan
dengan surat keterangan catatan kepolisian,;

surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas;
mempunyai kesediaan waktu dan pikiran untuk
mengurus Nagari;

tidak mempunyai hubungan kandung sebagai orang tua,
mertua, suami, istri, saudara, anak dan menantu dengan
Wali Nagari;

.Surat keterangan tidak sedang menjalankan pidana

penjara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap,bermaterai cukup;
Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa bermaterai cukup;

photo copy akte kelahiran;

photo copy ijazah terakhir yang diligaliser oleh pejabat
yang berwenang;

surat keterangan dari kerapatan adat nagari tidak pernah
melanggar ketentuan adat- adat yang berlaku dinagari;

Bagian Kedua
Peresmian Anggota Bamus Nagari

Pasal 14

(1) Peresmian anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 ayat (2) ditetapkan dengan keputusan
Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya
laporan hasil pemilihan anggota Bamus Nagari dari Wali
Nagari.



(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji
anggota Bamus Nagari.

(3) Pengucapan sumpah janji anggota Bamus Nagari dipandu
oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga
puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati
mengenai peresmian anggota Bamus Nagari.

Pasal 15

(1) Masa keanggotaan Bamus Nagari selama 6 (enam) tahun
terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

(2) Anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3
(tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut

Pasal 16

(1) Anggota Bamus Nagari sebelum memangku jabatannya
bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan
masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang
ditunjuk.

(2) Susunan kata sumpah/janji anggota Bamus Nagari sebagai
berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan
memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan
Permusyawaratan Nagari dengan sebaik-baiknya, sejujur-
jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat
dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila
sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan
kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala
peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya
yang berlaku bagi Nagari, Daerah, dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia”.

Pasal 17
(1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota Bamus Nagari

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), didampingi oleh
rohaniawan;

(2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), anggota Bamus Nagari yang beragama:

a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;

b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa
“Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa
“Semoga Tuhan menolong saya”;

c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.

(3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara
pengucapan sumpah/janji.



Pasal 18

(1) Anggota Bamus Nagari yang telah melaksanakan sumpah
dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3),
mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan
oleh masing — masing nagari dengan berkoordinasi denagn
Dinas yang membidangi urusan pemerintahan desa.

(2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibebankan pada APB Nagari, APBD Kabupaten, APBD
Provinsi dan/atau APBN.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Anggota Bamus Nagari

Pasal 19

(1) Anggota Bamus Nagari berhenti karena:
a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri; atau

c. diberhentikan.

(2) Anggota Bamus Nagari diberhentikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
a. berakhir masa keanggotaan;

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan
atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6
(enam) bulan tanpa keterangan apapun;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bamus
Nagari;

d. tidak melaksanakan kewajiban;
e. melanggar larangan sebagai anggota Bamus Nagari;

f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik Bamus
Nagari;

g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat
Bamus Nagari lainnya yang menjadi tugas dan
kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut
tanpa alasan yang sah;

i. adanya perubahan status Nagari menjadi Kelurahan,
penggabungan 2 (dua) Nagari atau lebih menjadi 1 (satu)
Nagari baru, pemekaran atau penghapusan Nagari;

J- bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan;
dan/atau

k. ditetapkan sebagai calon Wali Nagari.



Pasal 20

(1) Pemberhentian anggota Bamus Nagari diusulkan oleh
pimpinan Bamus Nagari berdasarkan hasil musyawarah
Bamus Nagari kepada Bupati melalui Wali Nagari.

(2) Wali Nagari menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota
Bamus Nagari kepada Bupati melalui Camat paling lama 7
(tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.

(3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota
Bamus Nagari kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari
sejak diterimanya usul pemberhentian.

(4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota Bamus Nagari
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul
pemberhentian anggota Bamus Nagari.

(5) Peresmian  pemberhentian anggota Bamus  Nagari
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan
keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Pemberhentian Sementara

Pasal 21

(1) Anggota Bamus Nagari diberhentikan sementara oleh
Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak
pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana
terhadap keamanan negara.

(2) Dalam hal anggota Bamus Nagari yang diberhentikan
sementara berkedudukan sebagai pimpinan Bamus Nagari,
diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan Bamus
Nagari.

(3) Dalam hal pimpinan Bamus Nagari diberhentikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan Bamus
Nagari lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan Bamus
Nagari pengganti antarwaktu.

Bagian Kelima
Pengisian Anggota Bamus Nagari Antar Waktu

Pasal 22

(1) Anggota Bamus Nagari yang berhenti antar waktu
digantikan oleh calon anggota Bamus Nagari nomor urut
berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota Bamus
Nagari.

(2) Dalam hal calon anggota Bamus Nagari nomor urut
berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal
dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat
sebagai calon anggota Bamus Nagari, digantikan oleh calon
anggota Bamus Nagari nomor urut berikutnya.



Pasal 23

(1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota Bamus Nagari yang
diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Wali nagari
menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota
Bamus Nagari yang diberhentikan kepada Bupati melalui
Camat.

(2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota
Bamus Nagari yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan
nama calon pengganti anggota Bamus Nagari yang
diberhentikan kepada Bupati.

(3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota Bamus Nagari
menjadi anggota Bamus Nagari dengan keputusan Bupati
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul
penggantian anggota Bamus Nagari dari Wali Nagari.

(4) Peresmian anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud
ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan
dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara
pengucapan sumpah/janji.

Pasal 24

(1) Masa jabatan anggota Bamus Nagari antarwaktu
melanjutkan sisa masa jabatan anggota Bamus Nagari yang
digantikannya.

(2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
1 (satu) periode.

Pasal 25

(1) Penggantian antarwaktu anggota Bamus Nagari tidak
dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota Bamus
Nagari yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

(2) Keanggotaan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota
Bamus Nagari

Bagian Keenam
Larangan Anggota Bamus Nagari

Pasal 26

Anggota Bamus Nagari dilarang:

a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok
masyarakat Nagari, dan mendiskriminasikan warga atau
golongan masyarakat Nagari;

b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima
uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat
memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan
dilakukannya;

c. menyalahgunakan wewenang;

d. melanggar sumpah/janji jabatan;



e. merangkap jabatan sebagai Wali Nagari dan perangkat
Nagari;

f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik

Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan

jabatan lain yang ditentukan dalam = peraturan

perundangan-undangan;

sebagai pelaksana proyek Nagari;

menjadi pengurus partai politik; dan/atau

menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

-

BAB IV
KELEMBAGAAN BAMUS NAGARI

Pasal 27
(1) Kelembagaan Bamus Nagari terdiri atas:

a. pimpinan; dan

b. bidang.

(2) Pimpinan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. 1 (satu) orang ketua;

b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan

c. 1 (satu) orang sekretaris.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri atas :

a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan  Nagari,
pembinaan kemasyarakatan, dan penanggulangan
bencana, keadaan darurat dan mendesak; dan

b. bidang pembangunan Nagari dan pemberdayaan
masyarakat Nagari.

(4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin
oleh ketua bidang;

(5) Pimpinan Bamus Nagari dan ketua bidang merangkap
sebagai anggota Bamus Nagari.

Pasal 28
Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan Bamus
Nagari diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi
Bamus Nagari.

Pasal 29

(1) Pimpinan Bamus Nagari dan ketua bidang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipilih dari dan oleh
anggota Bamus Nagari secara langsung dalam rapat
Bamus Nagari yang diadakan secara khusus.

(2) Rapat pemilihan pimpinan Bamus Nagari dan ketua
bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu
oleh anggota termuda.

(3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak
tanggal pengucapan sumpah/janji.



(4)

(1)

(2)

Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang
berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang
berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan Bamus
Nagari lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan
Bamus Nagari.

Pasal 30
Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan
keputusan Bamus Nagari.
Keputusan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mulai berlaku setelah mendapat pengesahan
Camat atas nama Bupati.

BABV
FUNGSI, TUGAS BAMUS NAGARI

Bagian Kesatu
Fungsi Bamus Nagari

Pasal 31

Bamus Nagari mempunyai fungsi:

a.

b.

membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari
bersama Wali Nagari;

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
Nagari; dan

melakukan pengawasan kinerja Wali Nagari.

Bagian Kedua
Tugas Bamus Nagari

Pasal 32

Bamus Nagari mempunyai tugas:
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menggali aspirasi masyarakat;

menampung aspirasi masyarakat;

mengelola aspirasi masyarakat;

menyalurkan aspirasi masyarakat;

menyelenggarakan musyawarah Bamus;
menyelenggarakan musyawarah Nagari;

membentuk Panitia Pemilihan Wali Nagari;
menyelenggarakan musyawarah Nagari khusus untuk
Pemilihan Wali Nagari antarwaktu;

membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Nagari
bersama Wali Nagari;

melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Wali Nagari;
melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan
Pemerintahan Nagari;

menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan
Pemerintah Nagari dan lembaga Nagari lainnya; dan
melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.






